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1. Undang-undang Nomor ?.9 Tah un l 959 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Rl Tahu n 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lernbaran Negara RI Nomor 1822). 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dun Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 'IS, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tani bahan Lernbaran Negara Repu blik lndonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawa b Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-lJndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang .. undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tamhahan Lernbaran Negara 
Nornor 5234): 

7. Undang .. Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Mengingat : 

DENGAN H.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Menimbang: bahwa untuk rnelakaanakan ketentuan Pasal 50 ayat (I) dan Ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pernilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang pedoman ieknis bantuan Khusus Keuangan biaya 
pernilihan kepaia desa yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah kabupaten konawe tahun 2016 

PERATURAN BUPATI KONAWE 

NOMOR: I:> TAHUN 2016 

TENT ANG 
PI<:DOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN 

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERP.H KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 

DUPATI KONAWE 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

: 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAVA PEMILIHAN KEPALA 
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 

Menetapkan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peratura.n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5717); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai.mana diubah 
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Ta.hun 2014 Nomor 2092); 

15. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 lentang 
Pengelolaan Keuangan Desa [Berit a Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pemilihan Kepala Desatl.ernbar Daera.h Kabupaten 
Konawe Tahun 2015 Nomor 139); 

17. Peraturan Bupati Konawc Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Tekriis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 
tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ( Lernbar Daerah 
Kabupaten Koriawe Tahun 2016 Nomor 220). 

• 



Pasal 5 
-, Petunjuk Pengunaan dan Rincian Pengunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya 

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana t<'rcal!tum dalam Lampiran yang merupakan 

Pasai 4 
( 1) Banyaknya J umlah Desa yang akan rnelaksanakan Pemilihan Kepala Desa 

serentak Tahun 2016 bersurnbcr dari data usulan camat dan data Badan 
Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun 2016. 

(2) Banyaknya Jumlah Desa dan besarnya Bantuan Khusus Keuangan Biaya 
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 merupakan bagian dari larnpiran yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 3 
(1) Panitia Pernilihan Kepala Desa tidak diperbolchkan meminta iuran pungutan 

berupa uang pendaftaran dari Bakal Calon atau Calon Kepala Desa. 
(2) Dalam hal pelaksanaan dan pcrsiapan pemilihan kepala desa panitia 

pernilihan kepala desa kekurangan dana dalarn pelaksanaanya demi 
kelancaran dan suksesuya pcmilihan kcpala dcsa maka panitia pemilihan 
kepala desa diperbolchkan menerima/rneminta surnbangan dari Pihak Ketiga 
atau Peseorangan yang sipatnya tidak mengikat. 

(3) Sumbangan sebagairnana yang dirnaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan 
dalam keadaan apabila biaya Pilkades yang be-rsumbcr dari APBD Kabupaten 
Konawe tida.k mcncukupi ut.uk tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkades. 

Pasal 2 
( 1) Bia ya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan 

Pernilihan Kepala Desa secara sercntak. 
(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibcrikan 

dengan mernpertimbangkan kernampuan keuangan daerah. 
(3) Biaya Pernilihan Kcpala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe Tahun 2016. 

(4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan bantuan khusus keuagan biaya pernilihan kepala desa yang 
rnenjadi bagian dari pendapatan desa yang dipisahkan. 

SAB II 
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 

5. Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk rnengatur dan rnengurus uru san pemerintahan, kepentingan 
masyarakat sctempat berdasar kan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistern 
pcrnerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Kepala Dcsa adalah pejubar Perncrintah Desa yang mernpunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk rnenyelcnggarakun rurnah tangga Desanya dan 
melaksanakan rugas dari Pemcrintah clan Pemerintah Daerah. 

7. Pernilihan Kepala Desa yang selanjutnya di sebut Pilkades adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di des.a dalarn rangka mernilih Kepala Desa yang bersifat 
langsung. um um, bebas, rahasia, jujur, <lan adil, 

8. Panitia Pemilihan Kcpala Desa ringkat desa yang selanjutnya disebut Panitia 
Pernilihan adalah Panitia yang dibcntuk oleh Badan Permusyawaratan Desa 
untuk menyelenggarakan proses Pcmltihan Kepala Desa. 

9. Biaya Pernilihan Kepala Desa adalah bant.uan keuangan yang bersifat khusus 
yang diberikan kepada Pernerintah Dcsa untuk rnernbiayai pelaksanaan 
Pemiliha.n Kcpala Dcsa sccara sercntak Tahun 201 o 



2016, 

Di Undangk.an di Unaaha, 
Pada T~<).v ~"'-5' 2016 

SEKRET~ DA§.RAH 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
menernpatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Konawe. 

BAB IV 
KET.ENT1JAN PENUTUP 

Pasal 8 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bu pati ini akan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB IV 
XETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 
( l) Apabila terjadi penundaan, Pernbatalan dan Penghentian tahap dan proses 

Pernilihan Kepala Dcsa maim Paniria Pemilihan Kepala Desa/Kepala 
Desa/Penjabat Pelaksana kepala Desa tetap mernpertangungjawaban 
pengunaan kcuangan scbagairnana yang dimaksud pada pasal 6, Ayat (1), (2) 
dan Ayat (3) Peraturan ini. 

(2) Pertanggungjawaban sebagairnana yang dimaksud pada ayat (]), Pera tu ran ini 
berlaku dalam ha! apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala 
Desa/Penjabat Pelaksaria Kepala Desa sudah melakukan proses pencairan 
dirnaksud. 

(3) Apa bila dalam pengunaan dana Banruan Kcuangan Khusus Biaya pemilihan 
Kepala Desa menyisakan saldo atau sisa dana yang bclum digunakan untuk 
kegiatan Pemilihan Kepala Desa wajib dikcmbalikan kepada Kas Daerah. 

Pasal 6 
(1) Pcrtanggungjawaban terhadap pengunaan Bantuan Khusus Keuangan Biaya 

Pemitihan Kepala Desa berdasarkan kctcntuan dan pcraturan yang berlaku 
dan diserahkan paling larnhat 7 [Tujub] hari sejak ditetapkannya pernenang 
dari hasil Pemilihan kepala Desa. 

(2) Laporan Pertanggung .Jawaban sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepacta Sadan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 
masing - masing (l) saru rangkap da.n Badan Pengelola Keuangan dan Asel 
Da.erah rnasing-masing ( l) satu rangkap melalaui Carnal. 

(3) Pertanggungjawaban dana surnbungan sebagairnana yang dimaksud pasal 3 
ayat (2) dan ayat (3). disarnpaikan mclalui musyawarah desa. 

BAB III 
PERTANGGUNG JAWABAN 



2.TUJUAN 
Tujuan diberikannya Pedoman Teknis Bantuan Lansung Khusu s 
Keuangan Biaya Pemilihari Kepala Desa Yang Bersumber da.ri APBD 
Kabupaten Konawe Tahun 2016 adalah agar Penyelenggara Pemilihan 
Kepala Desa dapat rnerencanakan, mengelola dan mcmpertanggungjawab 
kan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. MAKSUD 
Mak.sud dikeluarkanya Pedoman Teknis Bantuan Lansung Khusus 
Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersurnber dari APBD 
Kabupaten Konawe Tahun 2016 adalah sebagai petunjuk dalam 
pengajuan, penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya 
Pemilihan Kepala Desa. 

Oalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Dcsa guna 
rnenentukan pirnpinan di Desa yang kedepannya nanti akan menjadi ujung 
tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 
Dengan Mengedepankan azas demokrasi, rnaka biaya Pemilihan Kcpala Desa 
diberikan kepada desa rnelalui beban Anggaran Pendapata.n dan Belanja 
Daerah Kabupaten Konawe dan besarnya bantuan keuangan khusus biaya 
pemilihan kepala desa mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD 
Kabupaten Konawe. Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa 
dipergunakan untuk Menunjang Pcnyelenggru-aan Pernilihan Kepala Desa 
seperti Honorarium, ATK, Cetak, Penggandaan clan biaya lainya, 

Bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa harus dikelola dengan baik dan 
benar secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pemilihan Kepala desa mengamanatkan biaya Pernilihan Kepala Desa 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rnaka perlu 
memberikan Pedornan Tekrris Bantuan Lansung Khusus Keuangan Biaya 
Pernilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 
2016. 

A. LATAR BELAKANG 

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAVA PEMILIHAN 
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 

LAMPIRAN I; PERATURAN BUPATI KONAWE 
NO MOR 
TANGGAL 



E. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL 
Pengajuan Proposal Bantuan khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala 

Desa dengan ketentuan sebaga.i berikut: 
1. Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa mengajukan biaya 

perencanaan Pemilihan Kepala Dcsa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD 
Kab. Konawe melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
setelah terbentuknya Panitia Pemilihan. 

2. Persetujuan biaya Pernilihan Kepala Desa dari Kepala BPMPD Atas Nama 
Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh 
Panitia Pemilihan/Kepala Desa/Pcnjabat Pela.ksana Kepala Desa. 

3. Dalam hal sudah disctujui Kepala BPMPD Kab. Koriawe, maka Kepala 
BPMPD Atas Nama Bupati Mengcluarkan Rekomendasi Pencairan Atas 
Nama Bupati untuk diproses tahap pencairan selanjutnya di BPKAD 
Kabupaten Konawe. 

b. Biaya Cetak diberikan senilai Rp. 1.200.000 [Satu Juta Dua Ratus Ribu 
Rupiah) 

c. Biaya Pengandaan surat undangan dan lain-lain diberikan senilai Rp. 
700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) 

d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) diberikan senilai Rp. 700.000 (Tujuh Ratus 
Ribu Rupiah) 

e. Biaya Makan Minum Rapat senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) 
f. Biaya Lain-Lain seperti biaya sewa alat diberikan senilai Rp. 599.400 

(Lima Ratus Sembilan Puluh Sernbilan Ribu Empat Ratus Rupiah) 

Rp. 300.000 
Rp. 750.000 

Rp. 400.000 
Rp. 350.000 
Rp. 300.000 

l. Honorarium: 
a. Honorarium Panitia Pernilihan diberikan sebanyak dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
1) Ketua Merangkap Anggota 
2) Wakil Ketua Merangkap Anggota 
3) Sekretaris Merangkap Anggota 
4) Bendahara Merangkapa Anggota 
5) Anggota Sebanyak 3 Orang@ Rp. 250.000 

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN 

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe Sebesar Rp.997.500.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh 
.Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibagi sebanyak desa yang pilkades. Bantuan 
Khusus Keuangan Biaya Pernilihan Kepala Desa ini diberikan secara transfer 
atau secara Cass Tunai yang dilaksanakan oteh Badan Pengeloala Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD). Bantuan Khusus Keuangan biaya Pemilihan 
Kepala Desa yang d.isalurkan ke desa rnenjadi bagian dari Pendapatan Desa 
yang dipisahkan yang dirnasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

C. PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN 



1. Syarat Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Dcsa(Kepala 
Desa)/Penjabat Pelaksana Kepala Desa. 
Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa mcngajukan perrnohonan 
pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui 
Carnat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga], 1 
(satu) rangkap untuk BPKAD asli bukan Foto Copy, l (satu) rangkap 
Untuk Camat 1 (satu) Rangkap Untuk BPMPD dengan ketentuan 
melampirkan hal sebagai berikut: 
a. Surat permohonan pencairan Bantuan Khusus Keuangan Biaya 

Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala 
Des a. 

b. Rcncana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Barrtuan 
Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang t.elah 
ditetapkan dengan ditandatangani olch Ketua Panitia Pemilihan, 
Kepala Desa atau Penjabat Pelaksana Kepala Desa dan Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa, Camat, disetujui Kepala BPMPD asli bukan 
Foto Copy. 

c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua Panitia Pemilihan Kepala 
Desa 

d. Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau 
Penjabat Kepala Desa dan atau Pelaksana Scrnentara Kepala Desa 
dalam hal kepala desa cuti. 

e. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan BPD 
f. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tent.ang 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. 
g. Dalam ha! kepala desa/Penjabat pclaksana Kepala Desa t.idak 

mengajukan permintaan pencairan maka Sekretaris Desa atau 
perangkat desa dapat mengajukan permintaan pencairan. 

2. Syarat Penyaluran/Pencairan Pemerintah Desa Kepada Panitia 
Perrrilihan Kepala Desa/BPD 
a. Permintaan Pencairan Panitia Pernilihan Kepala Desa kepada 

Pemerintah Desa 
b. Tanda Bukti Kas 
c. Kwitansi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan atau 

Penjabat/Pelaksana Kepala desa bermaterai. 
d. Surat Keterangan pertanggungjawaban Mutlak dari Ketua Panitia 

Pemilihan Kepala Desa. 

Pengajuan Pencairan Bantuan Khusus Keuangan untuk Biaya Pernilihan 
Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut: 

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN 

4. Proses pelaksanaan Pencairan dilakukan oleh BPKAD 



Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala 
Desa yang Bersumber dari APBD Kab. Konawe Tahun 2016 ini merupakan 
petunjuk ba.gi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalarn mengajukan, 
mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan khusus keuangan yang 
telah diberikan Pemerintah Dacrah, sehingga diharapkan mampu 
mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. ,a~, 

7/'.' ; :, t j J 1 ~~,·~~ ~ ~?~GGOASAft, 
....... - ,,. 

J.PENUTUP 

Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Banruan Khusus 
Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dila.kukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Konawe. 

I. PENGAWASAN 

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan 

Kepala Desa disampaikan kepada Bupati masing-Masing rangkap 2 (Dua), l 
(satu) rangkap untuk BPKAD asli bukan Poto Copy, l (satu) Rangkap untuk 
BPMPD diserahkan melalui Carnat selarobat-lambatnya 7 (Tujuh) hari 
setelah selesainya Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkannya pemenang dari 
hasil Pemilihan Kepala Desa. Laporan Pcrtanggungjawaban mcliputi: 
1. Nota, Kwitansi, Tanda Bukti Kas dengan segala bukti pengcluaran yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Pclaksana Kepala Desa 
2. Buku Kas Umum; 
3. Surat Setoran Pajak; 
4. Bukti pendukung lainnya (Notulen Hasil Rapat, Undangan, Conteh Kertas 

Suara); dan 
5. La.poran Pelaksanaan Pernilihan Kepala Desa, 

G.PENCAIRAN 
Pelaksanaan Pencairan Bantuan Khusu Biaya Pernilihan Kepala Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatcn 
t,<onawe dilaksanakan oleh BPKAD setelah Kepala Desa/Penjabat Pelaksana 
Kepala Desa rnendapat rekomendasi tertulis dari Kepala BPMPD. 



KECAMATAN DESA ]UM.A.LAH DANA PILKADES 

2 3 4 

EPAI I DESA TAMESANDI 5.799.400 

2 DESA HUMBOTO 5.799.400 

3 DESA ANGGAWO 5.799.400 

4 DESA KASAEDA 5.799.4-00 

5 DESA TANGGONOIPO 5.799.400 

6 DESA 1'ANGGLJLAWU 6.799.400 

7 DESA PUURODAJAYA 5.799.400 

tNEMBUTE 8 DESA MATAIWOJ 5.799.400 

9 D~;SA ULU MERAI{A 5. 799.400 

10 DESA NAPOOSI 5 799.400 

11 DESA l{UTvtAPO 5.799.400 

12 DESA KASUMEIA 5.799.400 

13 DESA ULU ONEMBUTE 5.799.400 

14 DESA TAWAPANDERE 5.799.400 

15 DESA ANGGALOOSI 5 799.400 

16 DESA ANA ONEMBUTE 5.799.400 

.VAWOTOBI 17 DESA KASUME'WlJHO 5 799.400 

18 DESA KUKULURI 5.799.400 

KONAWE 19 DESA HUDOA 5.799.400 

20 DESA MOKOWU 5.799.400 

TONGA UNA 21 DESA LALONGGOWUNA . 5.799.400 

22 DESA MOMEA 5.799.400 

23 DESA ANDEPOSANDU 5.799.400 

24 DESA AMBEPULU 5.799.400 

D:\FT1\H NAMA,Jl!MLAH DESA OAN BESAHA'\ J\M;(;ARAK BANTUAN KHIJSUS Kt·:t:AN(:AN Bl:\ YA 
PEMILIHAN KEP:\[A DESA YAKG BF.RSt:~mEn DJ\Hl J\l'IID KABlll'AEK KON A WI-: T/\1-JUN 2016 

: PERATURAN BUPATI KONAWE 
: 7 G,& T 11<\iUt\ ?-Oita, 

2016 
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Halaman 2 

Daftar Noma,Jumlah Desa dan Besnnut ,Jumlah A11gga1·a11 Bantuan Khusus I{euangan Biaya Pemilihan Kepala Desa 
DESA 

. JUMALAH DANA PILKADES 
KECAMATAN 

z 3 4 

VONGGEDUl{U 25 DESA DU RIA.AS! 5.799.100 

26 DESA LALO USU 5.799.400 

27 DESA BENDEWUTA 5.799.400 

28 DESA LALO HAO 5.799.400 

29 DESA WAWONGOOLE 5.799.400 

30 DESA TETEMOTAHA 5.799.400 

31 DESA WAWOONE 5799.400 

32 DESA WAWOSOLO 5.799.400 

33 DESA LANGGONAWE 5.799.400 

34 DESA DA\vl-DAWI 5.799.400 

35 DESA TAWAROLONDO 5.799.400 

36 DESA A..'JGGORO 5.799.400 

LAM BUY A 37 DESA ASAJ{J 5.799.400 

38 DESA WONUAHOA 5.799.400 

ABUKI 3!) DESA SAMBEANl 5.799.400 

40 DESA PUNGGALU1{U 5.799.400 

41 DESA WALAY 5.799400 

42 DESA UNAASI JAYA 5.799.400 

MELUHU 43 DESA AHULOA 5.799.400 

44 OF.SA $J\MBASU1,E 5.799.400 

45 DESA L>\.LOPISI 5.799.400 

LA TOMA 46 DESA LALOWATA 5.799.400 

47 DESA AJ\IBONIKI 5.799.400 

48 DESA TITIOWA 5 799.400 

49 DESA NESOWT 5.799.400 

50 DESA ANGONGA 5.799.400 

• 



Holoman 3 

Daftar Nama,Jumlah Desa dnu Besaran Jumlah Anggnran Bantuan Khusus Keuangan Binya Pemilihan Kepaln Desa 
KECAMATAN DESA JUMALAH DANA PILKADES 

2 3 4 

51 DESA WOWALA'l'O'tl·L\ 5. 799.400 

52 DESA PINOLE 5.799.400 

URIALA 53 OESA PUUSANGl 5. 799.400 

54 DESA PO AN AHA 5799.400 

55 DESA PURJALA 5.799.400 

56 DESA WA TUSA 5.799.400 

57 DESA AHUAWALI 5.799.400 

58 DESA MO KALE LEO 5.799.400 

59 DESA TETEWATU 5.799.400 

60 DESA PUlJHOPA 5.799.400 

ONDIDAHA 61 DESA WAWOLEMO 5.799.400 

62 DESA HONGOA 5.799.400 

63 DESA LALO I KA 5.799.400 

64 DESA LALONGGOTOr.U 5.799.400 

65 DESA LALODANGCE 5.799.400 

66 DESA WONUA r.L<\NDARA 5.799.400 

67 DESA SULEMANDARA 5.799.400 

1;'10NGGEDO 68 DESA MATABu1l.<\ 5.799.400 

69 DESA BENUA 5.799.400 

70 DESA ULUBENUA 5.799.400 

71 DESA PUASANA 5.799.400 

72 DESA WATULAWU 5.799.400 

lAMPARA 73 DESA ANDEPALl 5.799.400 

74 DESA PUULORO 5.799.400 

75 DESA TOTOMBEJAYA 5.799.400 

76 DESA WAWOLIMBUE 5.799.400 

77 DESA PO LUA 5.799.400 

78 DESA BAO-BAO 5.799.400 

79 DESA POIL.\RA 5 799400 

• 



Halaman 4 

Dafter Nama,Jumlah Desa dan Besuran Jumlah Anggaran Bnntuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desu 
KECAMA.TAN DESA JUMALAH DANA PILKADES 

2 3 4 

80 DESA AND ARO A 5.799.400 

81 DESA BONDOALA 5.799.400 

82 DESA KONGGAll'1EA 5 799.400 

83 DESA ANDAD0\\1 5.799.400 

84 DESA BAE NI 5.799.400 

ESULUTU 85 DESA LALO UMBRA 5.799.400 

86 DESA RANOMOLUA 5.799.400 

87 DESA PUULOWARU 5.799.400 

ONDO ALA 88 DESA PEDUNOOHA DA.LAM 5.799.400 

89 DE~A RUMDIA 5.799.400 

90 DESA D!Ol.0 5.799.400 

91 DESA RA.MDU KONGGA 5.799.400 

92 DESA LAOSU JAYA 5.799.400 

93 DESA LALONGGALUKU TIMUR 5.799.400 

:QROPIA 94 DESA TAPULAUA 5.799.400 

95 DESA BAJO INDAH 5.799.400 

96 DESA SORUEJAYA 5.799.400 

97 DESA ME KAR 5.799.400 

98 DESA BOKOR! 5.799.400 

99 DESA ATOWATU 5799.400 

100 DESA SAWAPUDO 5.799.400 

101 DESA WAWORAHA 5.799.400 

102 DESA SAPONDA 5.799.400 

103 DESA SORO PIA 6.799.400 

104 DESA SAPONDA LAUT 5.799.400 

105 DESA BAJOE 5.799.400 

106 DESA LEPPE 5799.400 

107 DESA Tll:LAGA BlRU 5.799.400 

LALONGGASU MEETO 108 DESA NIITANASA 6.799.400 

• .. • 



Holoman 5 

Daftar Nama,Jumlah Desa dan Besa ran Jumlah Anggaran Bantunn Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa 
KECAMATAN DESA JUMALAH DANA PILKADES 

2 3 4 

109 DESA RAPAMBINOPAKA 5.799.400 

uo DESA LALOMBONDA 5.799.400 

111 DESA LALONGGASUMEE'l'O 5.799.400 

112 DESA PUUWONUA 5.799.400 

113 DESA BUMI INDAH 5.799.400 

114 DESA TOOLAWAWO 5.799.400 

115 DESA TO LI - 1'0 Ll 5.799.400 

116 DESA WAWOBUNGI 5 799.400 

OUTA 117 DESA WALANDA\VE 5.799.400 

118 DESA TIRAWONUA 5.799.400 

Jl9 DESA PARUDONOKA 5.799.400 

120 DESA PUUWI\\1RANO 5.709.400 

121 DESA TANGGOLA 5.799.400 

122 DESA LALO.MER UT 5.799.400 

123 DESA \\'1AU 5.799.400 

.APOlALA 124 DESA LALIMBUEJAYA 5.799.400 

125 DESA MUARA SAMP ARA 5.799.400 

126 DESA SAMBARAASI 5.799.400 

127 DESA LAM ENDO RA 5.799.400 

128 DESA PEREO'A 5.799.400 

129 DESA LALONGGOMUNO 5.799.400 

130 DESA LAB01'0Y JAYA 5.799.400 

\SINUA 181 DESA AWUASARI 5.799.400 

132 DESA AWUAJAYA 5.799.400 

133 DESA AS!PA.KO 5.799.400 

,VONGGEDUKU BARAT 134 DESA LAMOKUNI 5.799.400 

135 DESA BARUGA 5.799.400 

136 DESA WATURAI 5.799.400 

187 OESA KASUKIA 5.799.400 

.. • 
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Halaman 6 

Dafta r Nama,Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Peruilihan Kepala Desa 
KECAMATAN DE.5A JUMALAH DANA PILKADES 

2 3 4 

138 DESA PUDAY 5 ?!)!) 400 

13!) DESA TET~ONA 5 7H9.400 

140 DESA WONGGl~l1UKU 5. 799.400 

141 DESA L!NONGGASAJ 5. 799.400 

142 DESA TOBIMEl'rA 5.799.400 

143 DESA AMBUWJU 5.799.400 

144 DESA RANOTUNDOBU 5.799.400 

1-15 DESA ANGGADOLA 5. 799.400 

'ADANGGUNI 146 DESA SAMBAOSU 5.799.400 

14 7 DESA ALEUTI 5.799.400 

148 DESA PADA,\IG MEKAR 5.799.400 

l49 DESA MA'l'ANGGOHAI 5.799.400 

150 DESA IVlATAHORl 5.799.400 

,NGGALOMOARE 151 IJESA ANGGALOMOARF: 5.799.400 

152 DESA ABEL!SAWAH 5.799.400 

153 DESA LAKOMEA 5.799.400 

154 DESA GALU 5 799.400 

155 DESA PUUSANGI 5.799.400 

156 DESA TABANGGELE 5.799.400 

157 DESA LA SOSO 5.799.400 

158 DESA ANGALOMOARE JAYA 5.799.400 

159 DESA ANDOBEU JAYA 5. 799.400 

11'0ROSI 160 DESA BESU 5.799.400 

161 DESA P,\KUJAYA 5.799.400 

162 DESA MENDIKONU 5.799.400 

163 DESA MO ROSI 5.799.400 

164 DESA PUURI.JY 5.799.400 

165 DESA WONUA MORlNI 5.799.400 

166 DESA TANGGOBU 5.799.400 

• - . .. .. 



~i~~ONGGOASA 
'~ 

Daftar Nama,Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Auggarnn Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pcm.iii ban Kepala Dess 
. KECAMATAN OF.&\ JUM,\LAH DANA PILKADES . . 

' 2 J .. - - ;4 
·- 

. - 

167 DESA PORARA 5,799,400 
168 OESA TONDOWATU 5,799,400 

PONGAUNA UTARA 169 DESA ULUA'O 5,799,400 
)70 DESA OLO'ONUA 5,799,400 
171 DESA ANGGOHU 5,79fl,400 
172 DESA NAMBEABORU 5,799,400 

JUMLAH 997 ,496,800 tr.; . ~ONAWE ,\ f,., ~\/'\ L,/ I ( . I ' .. 
I \ . , e, I 
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